
 

1 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2025 

Tiga SMP Rencana Direlokasi 

 

Sumber Gambar: KALTIM POST  Rabu, 05/11/2025 

 

Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda masih meninjau ulang rencana relokasi 

sejumlah sekolah yang terdampak banjir dan longsor. Hal itu disampaikan Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, Ananta 

Fathurrozi, pasca-rapat pembahasan lokasi tanah untuk SMP 48, SMP 24, dan SMP 27, 

Senin (3/11). 

 

Menurut Ananta, hasil rapat kali ini masih berupa laporan sementara. Ada sejumlah 

alternatif lokasi yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 

Samarinda, namun keputusan akhir akan ditentukan setelah dilakukan peninjauan 

lapangan kembali. “Masih tahap laporan sementara, jadi ada usulan dari Disdikbud terkait 

ke mana dipindahkan. Karena ada yang memang harus direlokasi, tapi ada juga yang perlu 

dilihat lagi kondisi di lapangan,” ujarnya. 

 

Wali Kota Samarinda, lanjut Ananta, meminta agar tim kembali meninjau lokasi untuk 

memastikan titik yang paling tepat. “Jadi keputusan Pak Wali tadi itu kita meninjau ulang, 

memastikan dan memutuskan di mana yang kira-kira tepat untuk mengatasi permasalahan 

di beberapa sekolah itu,” tegasnya. 

 

Pertemuan lanjutan akan digelar pekan depan untuk memfinalkan hasil kajian tersebut. 

Dalam menentukan lokasi relokasi, Bapperida menerapkan beberapa kriteria utama. 

“Yang pertama lokasi harus dekat dengan sekolah lama karena siswanya kebanyakan 

berdomisili di sekitar situ. Kedua, kalau bisa lahannya milik Pemerintah Kota agar tidak 

perlu pembebasan lahan. Tapi kalau terpaksa harus beli, ya mau tidak mau disiapkan 

anggarannya,” jelasnya. 
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Ananta menegaskan bahwa Pemerintah Kota tetap membuka dua opsi solusi, relokasi 

penuh atau rekonstruksi di lokasi lama. “Kalau ternyata biaya untuk membeli atau 

mematangkan lahan baru lebih besar, bisa saja kita memilih untuk merekonstruksi. 

Misalnya dengan meninggikan bangunan atau merekayasa struktur gedung supaya tahan 

terhadap banjir,” tambahnya. 

 

Prioritas utama saat ini adalah sekolah-sekolah yang terdampak paling parah akibat banjir 

dan longsor. “Yang mendesak dulu yang kita tangani. Mau tidak mau, yang terdampak 

banjir dan longsor harus dipindah atau direkonstruksi,” tegasnya. Rencana itu menjadi 

bagian dari langkah Pemkot dalam menjamin keberlangsungan proses belajar-mengajar 

di kawasan rawan bencana, sekaligus menyiapkan fasilitas pendidikan yang lebih aman 

dan layak bagi siswa. (dra) 

 

Sumber berita:  

1. KALTIM POST, Tiga SMP Rencana Direlokasi, 05/11/2025 

 

Catatan: 

1. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi 

penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2. Pasal 40 ayat (1) huruf e UU 20/2003 menyatakan bahwa pendidik dan tenaga 

kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, 

prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

 

3. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU 20/2003 diatur bahwa setiap satuan pendidikan 

formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi 

keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi 

fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 

 

4. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pendidikan. 

 


